BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka
kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perlakuan “Spamming dalam tahap mengganggu” yang dilakukan oleh
spammer menyebabkan terjadinya beberapa kerugian berbentuk Kerugian
Materil berupa banyaknya uang yang terkuras setiap harinya karena
Bandwidth yang diperlukan untuk mengirimkan jutaan e-mail spam.
Kerugian Immateriil terbuangnya waktu atau tenaga dari si penerima e-mail
untuk membaca dan menyortir atau memilah-milah. Dari kerugian ini para
korban tidak dapat menggugat atau melaporkan hal tersebut dikarenakan
tidak adanya suatu dasar hukum yang tepat mengenai perbuatan “spamming

dalam tahap mengganggu”.

2. Adanya perbedaan antara perlakuan “spamming dalam tahap mengganggu”,
dengan perbuatan “spamming yang diikuti oleh perbuatan lain” yaitu

sebagai berikut :

Spamming dalam tahap
mengganggu

Spamming yang diikuti oleh
perbuatan

Dari segi Tahapan ‘“spamming
dalam tahap mengganggu” hanya
membuat korban merasa
dikorbankan karena terbuang
waktunya untuk menyortir pesan
yang dirasa merupakan pesan
spam

Sudah adanya korban yang ditipu
karena pelaku kejahatan yang
menipu seseorang dengan media
spamming yang berisi iklan palsu,
korban  yang tidak  dapat
mengakses prangkat komputernya

dikarenakan  adanya  pelaku
kejahatan yang menggunakan
media spamming untuk
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menyebarkan suatu virus ke
beberapa penerima pesan.

Tidak adanya pasal yang mengatur

penipuan (pasal 378 KUHP),
Penyebaran virus (pasal 33
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik), Penyebaran
konten negatif seperti perjudian
(Pasal 27 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik).

Belum adanya delik yang
terpenuhi karena hanya berada
pada tahapan melakukan

penyebaran dengan e-mail secara
massal dan berulang-ulang kepada
penerima yang sama

Sudah  adanya delik yang
terpenuhi karena telah adanya
korban yang tertipu oleh iklan
palsu yang diberikan oleh pelaku
kejahatan dengan menggunakan
media spamming

Korban dominan menderita

kerugian imateriil

Korban menderita kerugian secara
materiil dan imateriil

3. Banyaknya negara-negara (Australia, Amerika, Singapura) yang telah
membuat aturan mengenai perbuatan “spamming dalam tahap mengganggu”
seperti contohnya Negara Singapura dalam SPAM CONTROL ACT 2007
yang mengatur mengenai perbuatan “spamming dalam tahap mengganggu”
dimana tidak bolehnya seorang mengirim pesan e-mail secara massal dan
secara berulang-ulang dengan menggunakan perangkat lunak yang secara
khusus didesain untuk mengirim pesan secara massal kepada orang-orang

yang telah ditargetkan.
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4. Dari kerugian tersebut SPAM CONTROL ACT 2007 juga mengatur tentang
sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu dalam bagian 14 mengatur
mengenai peringatan dan kerugian untuk tindakan keperdataan Sesuai
dengan ketentuan dalam UU ini, tindakan sebagaimana diatur dalam bagian
13 (1) dan permohonan yang dapat dikabulkan pengadilan dapat berupa :

a. Peringatan (apabila dirasa cukup oleh pengadilan)
b. Ganti rugi
c. Statutory Damages (Ganti rugi yang ditentukan UU)

5. Dari pengaturan dalam SPAM CONTROL ACT 2007 telah mencerminkan
bahwa dalam membuat kebijakan atau politik hukum tidak selalu
menggunakan upaya penal melainkan dalam SPAM CONTROL ACT 2007
telah menggunakan upaya non penal yang artinya tidak adanya sanksi-
sanksi pidana yang diberlakukan dalam mengatur suatu permasalahan yang

ingin diatur yaitu “spamming dalam tahap mengganggu”.

5.2. SARAN

Pada tahun 2010, firma keamanan dan kendali bidang teknologi informasi,
Sophos melakukan penelitian yaitu sebanyak 81% lalu-lintas e-mail adalah spam.
Dalam periode 2008 - 2009, jumlahnya bahkan meningkat 24% hal ini mengganggu
pengguna internet, spam juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dalam
hal penggunaan bandwidth dan waktu yang terbuang untuk memeriksa atau
menghapusnya.®’

Hal tersebut jugalah terjadi di Indonesia dimana semakin maraknya pelaku
spamming Yyang mengakibatkan banyaknya perusahaan dan individu harus
melakukan pembelian perangkat lunak untuk menyortir pesan secara otomatis atau
melakukannya tanpa menggunakan perangkat lunak sehingga menyebabkan

107 Jovan Kurbalija, Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet, APJII-Diplo FOundation, 2010,
him. 78.
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terjadinya kerugian imateriil yaitu terbuangnya waktu dan rasa kepercayaan
terhadap e-mail yang diterimanya.

Menurut saya perlu adanya pengaturan di Indonesia yang lebih jelas mengenai
perlakuan spamming dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan peraturan-peraturan yang terdapat di luar negeri
seperti Di Negara Amerika Serikat telah melakukan pengaturan
spamming dengan Controlling the Assault of Non Solicited Pornography
and Marketing Act 2003 (CAN-SPAM ACT 2003),Australia melalui
Spam Act 2003 dan Singapura melalui Spam Control Act 2007. Untuk
diberlakukan di Indonesia.

2. Tidak perlu menggunakan upaya penal (sanksi pidana) dalam membuat
suatu produk hukum mengenai perbuatan spamming karena tidak
memenuhi asas subsidiaritas, lebih baik menggunakan upaya non penal
yang bersifat lebih represif, yaitu seperti peneguran dahulu selanjutnya
jika memang terjadinya keberlanjutan dapat ditindak dengan
menggunakan sanksi perdata atau sanksi administratif

3. Harus adanya peran pemerintah yang aktif dalam mencari pelaku-pelaku
spamming lewat berkerjasama dengan beberapa perusahaan yang

menciptakan dan mengatur e-mail tersebut (google, yahoo, windows).

diharapkan dari ketiga cara tersebut membuat berkurangnya perbuatan spamming
sendiri, sehingga menimbulkan kepercayaan kembali dalam masyarakat untuk
menerima pesan dari setiap orang dan tidak perlu ada lagi keresahan oleh masyarakat
mengenai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dengan media spamming atau

perbuatan “spamming yang diikuti oleh perbuatan lain”.
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